PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 58 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARIMUN,

Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan
tertib administrasi dan efektivitas pengelolaan
barang milik daerah perlu menyusun standar
operasional dan prosedur pengelolaan barang
milik daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Standar Operasional dan
Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) yang
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan
Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999
tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan,
Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,
Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten
Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);



10.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6523);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
547);

Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3 Tahun
2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016
Nomor 3).



MEMUTUSKAN:

Menetapkan . PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR

OPERASIONAL DAN PROSEDUR PENGELOLAAN
BARANG MILIK DAERAH.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

2.
3.
4

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Daerah adalah Kabupaten Karimun.

Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun.
Bupati adalah Bupati Karimun.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun.
Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karimun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Karimun.

Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua
barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari
perolehan lainnya yang sah.

Pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah adalah Bupati.
Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola
Barang adalah Pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab
melakukan koordinasi pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah.
Pejabat Penatausahaan Barang adalah Kepala OPD yang mempunyai
fungsi pengelolaan Barang Milik Daerah selaku pejabat pengelola
keuangan daerah.

Pengguna Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengguna
Barang adalah pejabat Organisasi Perangkat Daerah selaku pemegang
kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.

Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut kuasa
Pengguna barang adalah kepala unit/satuan kerja atau pejabat yang
ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan Barang Milik
Daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang
melaksanakan fungsi tata usaha Barang Milik Daerah pada Pengguna
Barang.

Pengurus Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengurus
Barang adalah Pejabat dan /atau Jabatan Fungsional Umum yang
diserahi tugas mengurus barang.

Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang diserahi tugas
menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan Barang
Milik Daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang.

Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum yang
diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan,
menatausahakan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang.
Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang yang
membantu  dalam penyiapan administrasi maupun teknis
penatausahaan Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang.

Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurus barang yang
membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis
penatausahaan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang.
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Pengurus Barang Pembantu adalah pengurus barang yang diserahi
tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan
mempertanggung jawabkan Barang Milik Daerah pada Kuasa Pengguna
Barang.

Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang
dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Daerah yang
sesuai dengan tugas dan fungsi OPD yang bersangkutan.

Pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam
pengurusan BMD dalam bentuk fisik, administratif dan
tindakan upaya hukum.

Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan
agar semua BMD selalu dalam keadaan baik dan siap untuk
digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif
didasarkan pada data atau fakta yang obyektif dan relevan
dengan menggunakan metode atau tehnik tertentu untuk
memperoleh nilai BMD. Pemindahtanganan adalah pengalihan
kepemilikan BMD sebagai tindak lanjut dari penghapusan
dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan
sebagai modal pemerintah daerah.

Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau
kegunaan barang milik daerah.

Penghapusan adalah tindakan menghapus BMD dari daftar
barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang
berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau Kkuasa
pengguna barang dan/atau pengelola barang dari tanggung
jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam
penguasaannya.

Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi
pencatatan, inventarisasi, dan pelaporan BMD sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

Pihak lain adalah pihak-pihak selain Kementerian/Lembaga dan
Pemerintah Daerah.

BAB I
STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR
Pasal 2

Standar operasional dan prosedur pengelolaan Barang Milik
Daerah dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

a. Standar operasional dan prosedur perencanaan
kebutuhan dan penganggaran;
b. Standar operasional dan prosedur pengadaan;

c. Standar operasional dan prosedur status penggunaan;
d. Standar operasional dan prosedur pemanfaatan;

e. Standar operasional dan prosedur pengamanan dan
pemeliharaan;

f. Standar operasional dan prosedur penilaian neraca;

Standar operasional dan prosedur pemindahtanganan;

o «Q

Standar operasional dan prosedur pemusnahan;
Standar operasional dan prosedur penghapusan; dan



j. Standar operasional dan prosedur penatausahaan;

(@ Standar operasional dan prosedur pengelolaan Barang Milik
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Bupati ini.
BAB llI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 1 DESEMBER 2021

f BUPATIKARIM U I7/

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun

pada tanggal 1 DESEMBER 2021
SEKR] KABUPATEN KARIMUN,
V 1

MUHD. FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2021 NOMOR 59



LAMPIRAN :

PERATURAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 58TAHUN 2021
TENTANG STANDAR OPERASIONAL DAN
PROSEDUR PENGELOLAAN BARANG

MILIK DAERAH

A. STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN

No

Aktivitas

Pengguna Barang menyampaikan usulan
RKBMD kepada Pengelola Barang melalui
Pejabat Penatausahaan Barang

Pejabat Penatausahaan Barang melakukan
penelaahan atas usulan RKBMD

Pejabat Penatausahaan Barang
mengembalikan hasil telaahan usulan
RKBMD kepada Pengguna Barang

Pengguna Barang mengirimkan usulan

RKBMD hasil telaahan ke Pengelola Barang
melalui Pejabat Penatausahaan Barang

Pengelola Barang menetapkan RKBMD

Pengguna
Barang

Pejabat
Penatausahaan
Barang

Pengelola
Barang

Mutu Baku
Kelengkapan W aktu
Standar 4 Minggu
Barang,

Standar

Kebutuhan,

Standar Harga

Usulan 4 Minggu
RKBMD

Hasil 4 Minggu
Telaahan

Usulan 4 Minggu
RKBMD Hasil

Telaahan

Draft SK 4 Minggu
Penetapan

RKBMD

Output

Usulan
RKBMD

Hasil
Telaahan

Usulan
RKBMD
'lﬁglealahan
Draft SK
Penetapan
RKBMD

SK

Penetapan
RKBMD

Keterangan

W aktu
sesuai
kebutuhan

W aktu
sesuai
kebutuhan

W aktu
sesuai
kebutuhan

W aktu
sesuai
kebutuhan
W aktu

sesuali
kebutuhan



B. STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR PENGADAAN

Pengguna

No Aktivitas Barang/KPA
1 Persiapan pengadaan barang/Jasa

( )—

1"2" Persiapan Pemilihan Penyedia

3" Pelaksanaan Pemilihan Penyedia

4 Pelaksanaan Kontrak

5 Serah terima hasil pekerjaan

Kabag PBJ
PPK atau Pejabat
Pengadaan
1
I

Penyedia
Barang/
Jasa

Kelengkapan W aktu

KAK, RUP,
SK Tim

bps’
Spesifikasi
Teknis dan

Surat
Pelimpahan

Surat
Pelimpahan
kembali

Kontrak

7 Hari

14 Hari

60 Hari

60 Hari

7 Hari

Mutu Baku

Output
HPS,
Spesifikasi
Teknis dan
Rancangan
Kontrak
Surat

Pelimpahan

Surat

Pelimpahan
Kembali

Kontrak

BAST

Keterangan

W aktu sesuai
kebutuhan

W aktu sesuai
kebutuhan

W aktu sesuai
kebutuhan

W aktu sesuai

kebutuhan

W aktu sesuai
kebutuhan



C. STANDAR OPERASIONAL DAN PROS ;DUR PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN

; Mutu Baku
Pengguna Pejabat Pengelola Keterangan
No Aktivitas B Penatausahaan B Bupati

arang Barang arang Kelengkapan W aktu Output
Mengajukan permohonan kepada Data BMD 1 Hari Surat
Bupati melalui Pengelola Barang Permohonan
Pengelola memerintahkan Pejabat Surat 1 Hari Disposisi
Penatausahaan untuk melakukan Permohonan
penelitian
Pejabat Penatausahaan Baran Disposisi 7 Hari Draft Surat

g

menyusun draft keputusan Keputusan
penetajpan status penggu_naan _
Bupati menerbitkan keputusan DraftSurat 7 Hari SK

penetapan status penggunaan Keputusan Penetapan



D. STANDAR OPERASIONAL DAN PROS dur pemanfaatan

menerbitkan surat persetujuan
pemanfaatan

Aktivitas Pemohon Tim Pejabat pengelola Mutu Baku Keterangan
No Peneliti Penz;l;lanusah Barang Bupati kelengkapan W aktu Output
Pemohon mengajukan surat Proposr?l 1 Hari Nota Dinas
permohonan pemanfaatan Permohonan
kepada Bupati melalui Pemanfaatan
Pengelola Barang (dilampiri FC
KTP/ldentitas
yang lain)..........
Pejabat Penatausahaan Barang Nota Dinas 3 Hari Draft
memberikan pertimbangan Permohonan
kepada Bupati melalui Persetujuan
Pengelola Barang
Bupati menetapkan Tim Draft 3 Hari  SK Tim
Penelitian/Kajian Aset Permohonan Peneliti
Persetujuan
Tim melakukan penelitian SK Tim 5 Hari BA
terhadap surat permohonan Peneliti Penelitian
dan dokumen pendukung
dalam rangka menguji
kelayakan permohonan
pemanfaatan
Apabila Bupati tidak Tidak BA Penelitian 3 Hari  Surat
menyetujui permohonan Penolakan
tersebut, Bupati menerbitkan
surat penolakan kepada pihak
yang mengajukan permohonan
pemanfaatan Ya
Apabila Bupati menyetujui BA Penelitian 3 Hari Surat
permohonan tersebut, Bupati Persetujuan
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E. STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR PENGAMANAN DAN PEME JHARAAN

Pengg beiabat Mutu Baku Kegtaerr]an
" una €jaba Pengelolaa
No. Aktivitas Bara DPUPR BPKAD Penatausa Barang

ng haan Kelengkapan W aktu Output
Pengguna Barang K1B, 5 hari Laporan
mengidentifikasi jenis DPA/DPPA Rekonsiliasi
pengamanan dan pemeliharaan .
BMD yang berada Penguasaan Rutin
OPD
Pengguna Barang melakukan Laporan 5 hari Surat
pengamanan dan pemeliharaan giTaetliQ:rr]glijr:]an Rekonsiliasi Permo_honan
atas BMD yang berada Dalam dan Gedunb barang pemeliharaa

. n berat
Penguasaannya, kecuali untuk
Pemeliharaan Berat Bangunan dan
Gedung
Pengguna Barang mengajukan Surat 30_ Dokumen
permohonan pemeliharaan Permohonan  hari RKA
berat atas BMD jenis Gedung prmeliflaraan pemeliharaan
rat ]Cendaraan, berat
kepada BPKAD Webeullair,
P :ralajan dan

Pengguna Barang mengajukan M Surat 30 Dokumen
permohonan Anggaran Permqhonan hari RKA
pemeliharaan berat atas BMD pemeliharaan
L . berat
jenis kendaraan dinas,
mebeulair, peralatan kantor,
dan mesin Melalui BPKAD
DPUPR melaksanakan DPA/DPPA 30 Dokumen
pemeliharaan berat terhadap hari Pengadaan

BMD jenis Gedung yang
diajukan oleh Pengguna Barang



Pengguna Barang
melaksanakanpemeliharaan

berat terhadap BMD jenis
kendaraan dinas, mebeulair,
peralatan kantor,dan mesin

yang Berada dalam
Penguasaannya
Pengguna Barang

melaporkanpemeliharaan BMD
dibawah penguasaannya

DPA/DPPA

Laporan
pemeliharaan
BMD

30
hari

30
hari

Dokumen
Pengadaan

Arsip



F. STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR PENILAIAN NERACA

No

Aktivitas
Pengguna Barang
mengajukan
permohonan Penilaian
BMD kepada Bupati
melalui Pengelola
Barang.

Pengelola Barang

memerintahkan Pejabat
Penatausahaan Barang
untuk melakukan
penelaahan

permohonan penilaian
BMD ..o
Pejabat Penatausahaan
Barang

mengusulkan Tim

Penilai kepada Bupati
Bupati Menetapkan
Tim Penilaian BMD
Hasil Penilaian
disampaikan kepada
Pejabat Penatausahaan

Hasil penilaian
disampaikan kepada
Bupati untuk

ditetapkan

Pengguna
Barang

Tim
Penilai

Pejabat
Penatausah
aan Barang

Pengelola
Barang

Bupati

Mutu Baku

Kelengkapan
Data BMD

Surat
permohonan

Hasil telaah

Draft Tim
Penilai
SKTim
Penilai

Laporan
Penilaian

W aktu
2 Hari

7 Hari

2 Hari

60 Hari

3 Hari

3 Hari

Output
Surat
permohon
an

Hasil
telaah

Draft Tim
Penilai

SK Tim
Penilai
Laporan
Penilaian

SK
Penetapan

Keterang
an






H. STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR PEMUSNAHAN

No

Aktivitas

Pengguna Barang mengajukan
permohonan pemusnahan BMD
kepada Bupati melalui Pejabat

Penatausahaan Barang.

Pejabat Penatausahaan Barang

M elakukan penelaahan
permohonan pemusnahan BMD.
Pengelola Barang melakukan
penelitian terhadap permohonan
usulan Pemusnahan yang
sudah dilakukan penelaahaan
oleh Pejabat Penatausahaan
Barang.

Pengelola Barang
menyampaikan hasil penelitian
kepada Bupati sebagai bahan
pertimbangan persetujuan
pemusnahan BMD.

Bupati mengambil keputusan

Bupati menerbitkan surat
persetujuan pemusnahan BMD.

Pengguna
Barang

(iy-

Pejabat
Penatau sahaan

.................. |V
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Pengelola
Barang

Bupati Mutu Baku
Kelengkapan W aktu Output
Data BMD 3 Hari Surat
Permohonan
Surat 5 Hari Hasil Telaah
Permohonan
Hasil Telaah 2 Hari Nota Dinas
Hasil Telaah
Nota Dinas 2 Hari Nota Dinas
Hasil Telaah pertimbangan
persetujuan
Nota Dinas 2 Hari Draft
O pertimbangan Persetujuan
diteriP €rsetujuan
Draft 2 Hari Surat

Persetujuan

Persetujuan

Keterangan



I. STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR PENGHAPUSAN

No

Aktivitas
Pejabat Penatausahaa Barang
mengajukan usul penghapusan
kepada Bupati melalui Pengelola
Barang berdasarkan ketetapan
pemindahtangan BMD, putusan

pengadilan yang telah berkekuatan
hukum tetap dan sudah tidak ada,
Upaya hukum lainnya, menjalankan

ketentuan Undang-Undang,
pemusnahan atau sebab lain

Pengelola Barang melakukan
penelitian atas usul penghapusan

dari Pejabat Penatausahaan Barang.
Pengelola mengajukan permohonan
persetujuan penghapusan kepada
Bupati.

Bupati mengambil keputusan
Bupati menetapkan persetujuan dan

menerbitkan keputusan
penghapusan BMD.

Pejabat

Penatausahaan

Barang

("

F

Pengelola
Barang

] Mutu Baku
Bupati
Kelengkapan W aktu Output
Data BMD 3 Hari Surat
Permohonan
Surat 2 Hari Nota Dinas Hasil

Permohonan

Nota Dinas Hasil 2 Hari
Penelitian

Nota Dinas 2 Hari
Pertimbangan

Persetujuan

( ) DraftPersetujua 2 Hari

n dan SK
Penghapusan

Penelitian

Nota Dinas

Pertimbangan
Persetujuan

DraftPersetujuan
dan
SKPenghapusan

Surat Persetujuan
dan SK
Penghapusan

Ket



J. S ANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR PENATAUSAHAAN

No

Aktivitas

Pengguna Barang mengirim Laporan BMD
kepada Pengelola Barang melalui Pejabat
Penatausahaan Barang untuk dilakukan
telaah.

Laporan BMD yang telah ditelaah
dikembalikan ke Pengguna Barang untuk
dilakukan koreksi.

Pengguna Barang mengirim Laporan BMD
yang telah dikoreksi kepada Pengelola
Barang melalui Pejabat Penatausahaan
Barang.

Pejabat Penatausahaan Barang melakukan
rekapitulasi Laporan BMD dari Pengguna
Barang.

Pengguna
Barang

L)

i

Pejabat

Penatausah
aan

Kelengkapan

Kertas Kerja
Rekonsiliasi
Data

Draft Laporan
BMD

Laporan BMD

Draft Laporan
Rekapitulasi
BMD

M utu

W aktu

5 Hari

5 Hari

2 Hari

10
Hari

Baku Keterangan

Output

Draft Laporan BMD

Laporan BMD

Draft Laporan
Rekapitulasi BMD

Laporan Rekapitulasi
BMD

RAEIQ



